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BAB VI 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1. Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah 
dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dengan ini penulis sampaikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di 

Indonesia, diketahui bahwa narapidana kerap melakukan 
penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual narapidana pada 
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dilakukan melalui beberapa 
cara, diantaranya “homobo’olabui” (homoseksual), “anak-anakan” 
(karakter istri), “bapak-bapakan” (karakter suami), “pelacur” (homo), 
“eetogan/wartil” (hubungan seksual di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di luar 
Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin).84 Hal tersebut diketahui melalui 
beberapa penelitian ilmiah dan pemberitaan di media sebagai berikut: 
a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia selama 3 bulan (4 Mei-6 Agustus 2009) di 6 Provinsi 
seluruh Indonesia, menyebutkan penyimpangan perilaku seks warga 
binaan pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari obyek dan cara 
memperoleh obyek; 

b. Penelitian yang dilakukan A. Josias Simon R. & Thomas Sunaryo 
pada tahun 2011 berjudul “Studi Kebudayaan Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia”, yang menerangkan bahwa pada 
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat bentuk-bentuk 
penyimpangan seksual. 

c. Dilansir dari https://imcnews.id/tarif-bilik-asmara-fahmi-
dharmawansyah-di-sukamiskin-rp-650-ribu-sekali-pakai, 
Narapidana bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Sukamiskin membuat ruangan bagi penghuni 
Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin untuk berhubungan seksual, 
dimana ruangan tersebut diperjual-belikan dengan tarif Rp 650.000,- 
sekali pakai; 

d. Dilansir dari https://jabar.tribunnews.com/2019/07/10/mantan-napi-
ini-ceritakan-soal-adanya-penyimpangan-seksual-di-lapas-di-jabar, 
mantan Narapidana menceritakan pengalamannya bahwa pada 
Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu ia tempati, banyak 

 
84 A. Josias Simon R. & Thomas Surnaryo, Supra note 1, hlm. 12.  
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narapidana yang baru menjadi homo dan lesbian pada saat menjalani 
hukuman. Selain itu, Liberti Sintinjak yang menjabat sebagai Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat 
menyatakan bahwa fenomena penyimpangan seksual memang ada 
dan ia mengungkap bahwa penyimpangan seksual itu terjadi pada 
saat kebutuhan seksual narapidana tidak tersaluri. 

2. Dari perjalanan historis negara-negara dunia yang sudah menerapkan 
conjugal visit, tujuan awal dari conjugal visit adalah untuk pemenuhan 
hak narapidana dan reward bagi atau agar narapidana berperilaku baik. 
Namun kemudian diketahui, bahwa kebijakan conjugal visit juga dapat 
mengurangi angka penyimpangan seksual narapidana. Hal ini diketahui 
dari penelitian yang dilakukan Hensley pada tahun 2002. Penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa kebijakan conjugal visit berhasil 
menurunkan angka penyimpangan seksual di Lembaga 
Pemasyarakatan. Dalam menyimpulkan penelitiannya tersebut, 
pertama-pertama Hensley menggunakan beberapa studi atau penelitian 
terdahulu, kemudian terhadap studi tersebut Hensley mengungkapkan 
bahwa setiap peneliti selalu menyimpulkan hal yang sama, yakni 
conjugal visit dapat mengurangi penyimpangan seksual. Seakan tidak 
percaya, Hensley akhirnya melakukan penelitian serupa di Lembaga 
Pemasyarakatan Mississippi. Hasil penelitian Hensley akhirnya 
konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu conjugal visit 
terbukti dapat mengurangi angka penyimpangan seksual.85 Maka dari 
itu, kebijakan conjugal visit ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi 
masalah penyimpangan seksual narapidana pada Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia.  

3. Conjugal visit yang terbukti dapat mengurangi angka penyimpangan 
seksual narapidana dapat menjadi solusi, namun demikian penerapan 
conjugal visit tentu akan menemui hambatan. Hambatan penerapan 
conjugal visit tersebut diantaranya adalah berhubungan dengan 
kebudayaan Indonesia, yuridis dan manajerial. Dari sisi kebudayaan 
Indonesia, penerapan conjugal visit akan menghadapi persoalan agama 
dan persoalan stigma negatif masyarakat terhadap seksualitas, 
narapidana dan seksualitas narapidana itu sendiri. Sementara dari sisi 
manajerial, penerapan conjugal visit akan menghadapi hambatan 
karena 3 (tiga) pilar utama sistem pemasyarakatan, yakni narapidana, 
petugas pemasyarakatan dan masyarakat tidak menjalankan peran 
masing-masing dengan baik, ketiganya tidak saling menjaga 
keseimbangan dalam menjalankan program pembinaan narapidana. 

 
85 Christoper Hensley, Mary Koscheski dan Richard Tewksbury, Does Participation in Conjugal 
Visitations Reduce Prison Violence in Mississippi? An Exploratory Study, Criminal Justice 
Review, 2002, hlm. 52. 
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Terakhir dari sisi yuridis, hambatan yang akan dialami adalah conjugal 
visit tidak dapat langsung diterapkan karena belum mempunyai norma 
hukumnya dan apabila akan diterapkan, jenis peraturan perundang-
undangan manakah yang tepat untuk menerapkan conjugal visit.  

4. Dalam rangka menerapkan conjugal visit pada Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia, maka hambatan penerapan conjugal visit 
yang berhubungan dengan kebudayaan Indonesia, manajerial dan 
yuridis perlu segera diatasi. Hal tersebut dilakukan sebagai berikut: 
a. Penerapan conjugal visit perlu memanifestasikan kebudayaan 

Indonesia di dalamnya, yakni penerapannya mengusung gagasan 
untuk mengatasi masalah penyimpangan seksual narapidana dan 
secara khusus diperuntukkan bagi narapidana yang memiliki 
pasangan resmi. Dengan begitu, penerapan conjugal visit tidak akan 
menghadapi hambatan kebudayaan Indonesia. 

b. Penerapan conjugal visit perlu didampingi dengan reformasi dalam 
sistem pemasyarakatan Indonesia, yakni mencakup pembenahan 
pengadaan sumber daya manusia, rekstrukturisasi pemikiran 
masyarakat Indonesia dan keterlibatan BPP dan TPP dalam rangka 
pengawasan. Dengan begitu, penerapan conjugal visit tidak akan 
menghadapi hambatan manajerial.  

c. Penerapan conjugal visit perlu dilegalisasi melalui Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pengaturannya 
harus mencakup aturan-aturan yang memerhatikan kebudayaan 
Indonesia dan upaya-upaya untuk memperbaiki manajerial ketiga 
pilar pemasyarakatan.  
 

VI.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 
1. Perlu disiapkan hal-hal yang mendukung penerapan conjugal visit pada 

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, diantaranya (i) conjugal room 
(tempat conjugal visit dilaksanakan), (ii) sistem database yang memuat 
informasi lengkap mengenai narapidana dan pasangan resminya guna 
menghindari ekses legalisasi prostitusi di Lembaga Pemasyarakatan, 
(iii) pelatihan petugas pemasyarakatan yang akan melaksanakan 
conjugal visit.  

2. Perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, 
diantaranya dalam (i) pengadaan sumber daya manusia pada Lembaga 
Pemasyarakatan, (ii) tugas BPP dan TPP, (iii) pendekatan kepada 
masyarakat.  

3. Perlu disusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
tentang conjugal visit.  
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